BUPATI ROTE KDAD
PROVINS[ NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURKAN BUPYTT RUTE NDAD
NO MOR B4 TAHUN 20322

THMNTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMAS! DAN DOKU MENTASI
Dl LINGKLU NGAN PEMERINTAH KABL PATEN RCYIE NDAO

DEMGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA HSA
BUFAT]I ROTE NDAQO,

Menimbang : a.  bahwa Peraturan DBupati Rote Ndao Nomor 34
Tahun 2014 ternuang Pedoman  Fengelolaan
nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Rote Ndao sudah tidak
sesllal lagl dengan porkembangan  Keadaan  dan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasakan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hrol »,  perlu menctapkan
Peratiran Bupali Rote Ndao tentang Pedoman
Pengelolaan Layanan [ntormasi dan Cokumentasi
di Lingkungan Femerintah Kabupaten Rote Ndao:

Mengimgat o 1, Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2002 toentang
Fembentulcan  Kabupaten Rote Ndao di Provins
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4184,

2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan [niormasi Publik (Lembaran Negara
lepuhlik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor  ©1,
Tambahan lembaran Nepara Republk Indonesia
Nomor 4846);

3. [hénkide Nomar 20 Tahun 2009 tentang
Lavanan Publik (Lembaran  Negars  Republik
[ndonesia Tahun 20049  Nomor 112 Tamhbhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4 Undang-Undang Nomor 43 ‘Tahun 2009 tcntang
Kearmipan (Lembdran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 209 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normor 507 1;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republil &
Indonesia ‘lahun 2014 Neomor 244, Tambahan ﬁ"

Lenhamn., .,



Menetapkan:

Lembaran MNegara Repuhlik Indonesia Nomor 3587
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemenatah
Pusat Dan  Pemerintahan Daerah  [Lembaran
Ne galm Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 67570

Peraturan Temermtah Nomor 61 Tahun 2010
tenlang  Pelaksanaan Undang-Undang Nommor 14
Tahun 2008 tontang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik mdenesia Tahun 2010
Nurmor 8, Tamhahan Lembaran Negara Foepublik
indenesia Nomor 514G6);

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daernah
(Betita Negara Republik indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);, sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Meniter! Dalam Neger? Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam  Weger  Momor 80 Tahun 2013 tentang
Permmbentukan Produk Hukum  Daerab  [Bertta
Negara Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor
157

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahuon
2017  tentang Pedoman Pengelclaan Lavanan
Iiforma si dan Dokunientas! Kemcatcoan Dalain
Meger dan Pemerintah Dacrah [Bernita Megara
Fepubhk Indonesia Tahun 201017 Nomor 137):
Peraturan Daerah Kabupalen Rote Ndao Nomar 2
Tahun 20042 tenlang Penvelenggaraan Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten
Kote Ndao Tahun 20022 homor D02, Tambahan
Lenibvuan  Drerah Kabupalen Roe Ndao Nuomon
(02

MEMUTLES KAN:

PERATURAN BUPATI ROTE NDAG TENTANG PEDOMAN
PLENCTELOLAAN LAYANAN INFORMAS] LYAM
DORKUMENTAS] £ LI NGRUNGAN PEMERINTAL
ABUPATIEN ROTE NDAO

BAE i
KETENTUAN UMURM

Fasal 1

Ldalam Peraturan Bupat ine sang dimaksud dengun. -
1. Daersh acdalah Kabupaten Rote Ndao,
2. Bupat adalah Bupati Rote Ndao.

2. Dowarn. ..

&,



Fnal

Dewan Perwakilan Rakval Daerah yang selanpinya disingkat DPRD

adatah Dewan Perwakilan Rakvat Daetah habupaten Rote Ndao,

Sekretlans Daesrah gdalah Sekretarns Daerah Kabu paren Rote Ndao.

5 Wepala [Dnas Komunikasi, Infommalika, Sratistik dan Persandian
adalah Kepala Dinas Komundasi, nformalika,  Satsuk daon
Persandian Kabupaten Rote Ndao.

6. Perangkal Daerah adalah unsur pembantiy Rupatt dan NDPRD dalam
pemelengparaan Urusan Pemerniahan yang menjadi kewenangan
Pememtah Kabupaten Rote Ndao.

7. Badan Usaha Milik Daerah vang sclanjutnya disingkat BUMD
adalah Badan Usaha Mililk Dacrsih Kabupaten Rore Ndao.

g, [nformass adalah keterangan pemyatadan, gagasan dan tanda-tanda
vang mengandung nilar, makna dan peaan, baik data, fakta maupun
penjelasannyw  yang dapat dilihat, didengar dan  dibaca, vang
disgjitkan  dalam  berbagai kemasan  format  sesual  den gan
perkembangan  teknelogi informasi dan  komunikasi secara
elektronik maupun non elektronk.

4. Dokumentas] adalah pengumpulan, pengolahan, penvusunan dan
pencatatan  dokumen, dala, gambar dan  suara  unmtuk  bahan
informasi pubitk

10, nTormasi  Publik  adalah  informasi yang  dihasilkan, tdisimpan,
dikelola, dikirim dan/atau diterima nleh Pemoerintah
Daerah/Pecrangkat  Dacrah/BUMID  vang  berkaitan  dengan
petelenggaraan Pemerititahan Daerah sesual dengan  peraturan
perundangundangan serta informasi lain vang berkaitan dengan
kenpentingan publik.

11. Badan Publik adalah Pemermrab Daerah dan DPRED vang fungsi dan
tugas polkoknya berkaitan detgan penyélenggarasn negara, vang
selagian atau seluruh dananya  bersumber  dam Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah
gepaniang  sebagian  atau  scluruhnya bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan@tau
luar negern.

12, Pejrbat Publik adlalab oang  vang ditunjuk dan diber tugas untuk
menduduly posiel atau jabatan tertentu pada Badan Puhblik.

15 Pejabat  Pengelola Informasi dan Deokumentasi vang sclanutnya
disingkat PPID adalah peabat. sang bertanggungjawab dalam
penegumipulan  pendokumenlasian, penvimpanian, pemeitharaan,
penyediaan, distribusi, dan layvanan informasi dan dokumentasi di
Pemerintah  Daerah, vang terdiri darn PPID Utama dan  PPID
Pernlyantu

14, PRI Ltama adalah pepbat struklural yvang memhbidanm tugas dan
fungsi lavanan informasi fdan dokumentasi dan/atau kehuma.san:

15, PPI} Pembantu adalah pejabar scruktural vang bertanggungawab
dalam pengumpulan, peidokumentasian, penvimpanran,
pemeliharaan, pemyediaan, distribusi dan layanan  informasi <
lingkungan Perangkat Daerah, BUMDD,

la.Atasan PPID adalah pejdbal vang mciupakan  atasan  langsung ﬂv"

pejabat vang bersanghulan,

ha

17, Standar...



17.5tandar Operasional Prosedur yang selanjuinva disingkat SOP
adalah scrangkaian petunjuk  tertulis vang dibakukan mengenai
proses pemelenggaraan tugas-tugas PPRID.

18. Daftar  nformasi  dan  Dokumentasi  Publik  vang  selanjutnva
disingkar DIDP  adalah  catatan yang berisl  keterangan secara
amtematis tentang selurnh informasts dan dokumentas) publik vang
beraéa & bavwah penguasaan Pemennt:ih Daerah /BUMD  tidak
rermasuk informass vang dikecualikan,

19. Ruang Lavanan Inlormasi dan Dokumentasi vang selanjutma
disingleat KIPD adalah lempal lavanan informas) dan dokumcentasi
publik  dan berbagal informasi dan  dokumentasy lamnva  yang
Derryjuan  unwk  memfasiitasi penvampaian informasi dan
delwumenrtasi publik.

20 Sktem  informasi dan Dokumentasi Publik vang  selanjutnya
dizinglal SIDP adalah sistem penyvediaan lavanan informasi dan
dokumentast secara cepat, mudah, dan wajar sesual dengan
Undang-Undang Keterbukaan Infommasi Publik,

21, Laporan Lazanarn Informasi dan Dokumentasi vang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan  yang berisi gambaman  amum
kebijakan teknis informast dan dokumenlasi, pelaksanaan Layanan
informael dan dolurmentasi dan rekomendasi serta rencana tindal
lamju:  untuk  menngkatkan kualitas  lavanan  informasi  dan
dokumentasr.

22 Crang adalah orang perscorangan, kelompek orang badan hukum,
atau adan publik,

Z3. Fenpgguna  Informast  Publik  adalah  orang yang menggunakan
mformast publik sebagaimana diatw dalan: ketentuan peaturan
perimiung-undangan.

24, Pemohon informast Publik adalah warge nepam dangatau badan
hukum Indonesia vang mengaukan permintaan informasi publik
sebagaimana diar dalam pemturan perundang-undangan,

5. Pembat Fungsional adalah pejabal yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk  mendukung pelaksanaan  Wgas  pengelolaan layanan
inforriasi.

20 Petugas Latanan Informasi vang selanmjutnya singkat PLI adalah
petugas pada BUMED sang ditunjuk  dan  diberd fupas  untfuk
mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan layanan mformasi,

Bals U
TUJUAN

Fasal 2

Tuuan ditetapkannva Peraturan Bupali ini adalah

a. mewljudkan penwlenggaraan permerintahan yang batlk, transpgran,
efektl dan efisien. akuntabel setla rfdapar dipertang somg jawabkomn
dan

b, meningkatkan pengelolaan dan lavanan informasfi dan dokumentass 4
di lingkungan Pemerintah Daetah untuk menghasilkan lavanan
informasi dan dokumentasi vang berkualitas, b

Batd 1



BAH [l
AKSES INFORMASI DAN DOKUME NTASI PURTLIK

Fasal 3
(MIntéormasi dan dokumentasi publik daerah bersiat terbuka dan

dapat  diakses okh setiap pengpuna, kecuali inlformasi  dan
dokumentas yang dikecualikan bersitat ketat, terbatas dan rahasia.

(21 Infomasi dan dokumentasi puldibh dacah dupat dipewleh peaobaon
informasi dan dokumentasd publik denpan cepat, tepat walctu, dan
th 1t chiakses deng an modah

(3linformasi dan dokumentasi publik vang dikecualikan sebagaimang
dimaksud pada aval (1], sesual dengan kepatutan, <epentingan
umum danfatau ketenman peraturan perundang- undangan,

[+informas: dan dok umenias pubhk wang dikecualikan sebagaimana
chmaksud  pada  aval (11, didasakan pada pengdjian alas
konaekuens yang timbul akibot suatu informast dan dokuomenragt
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan vanp sekaama,
vakm' menutup infomasi dan dokumeniasi publik dapat melindungy
kepenuingan  vang leblh  besar dari pada membukanya  arau
schallknwa

BAR TV
PRAINSIF-PRINSIF LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 4
Informast Publk d ingkungan Pemerntah Daerah dan BUIWVD bersifac
terbuka dan dapat diakses olch setiap pengguna informasi publik,

Fasals

Prinam-prinsip dalam memberikan lavanan informasi publik, adakd;

a. mxlah, cepat, cermat dan akurat, vaitu  setiap kegiatan dalam
pemberan lavanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu,
tlisaykan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah
tdiakses;

L. transparansivaitl dalam pemberian layanan informas! publik harys
dilaksanakan sccara jelas dan terbuka;

o akunizbel, wattu sctiap kegiatan dalam pemberian layanan informasi
publik hams dapar dipetanggungijawahkan;

d. proporsionalitas, yaill setap keglatan dalam pemberian Javanan
miormast publik harus memperbarikan keseimbangan antara  hak
dan kewajiban.

Pasal 6
Permahon informas! dan dokumentasi, meliputi:
a. Pemmeorangan;
b. Kelompole Massaralat;
c. lembaga Swadava Masyarakat;
d. Crganisas) Masvarakat;
e Partal Politik; dan
f. Badan Publik lainnya,
Pasal 7
Petnohon informast dan dohumentas: waih memeniuhi persyaratan
da. Mencanumkan idenntas yang jelas sesual dengan  ketentuan
poraturarn pcrundang—undang.’;m, &

L. mencantumbkan. ..



. mencantumkan alamat dan nomor telepon vang jelas:

e menyampakan scara jelas jenis nformast dan dokumentas) vang
dibutuhlkan;

d. mencantumkan maksud dan tuyuan  permchenan  infirmasi dan
dokumentasi yang dapat dipertanggungawabikan, dan

c. menyatakan kesediaan merbayar biaya dan cara pembasyaran untuk
memperoleh informas! yang diminta,  sepanjang biaya  vang
dikenakan terbilang wajar.

Pasal 8
Setlap pemohon infoemasi publik dapat mengajulkan permirtaan untulk
memperalel ntorrmasi dan dokumentasi publik kepada PPID Ultama dan
PHD Fembantu rerkait secarm lertulis dan tidak tertulis.

BAB WV
SUSUNAN DAN SOP PLID

Biagian Kesatu
Susunan PLID

Maest 9

(1]2usunan PLID fercir atas:

4. Prmbina;

b, Wakil Pembina;

¢, lFengarahyAtasan PP

d. Tim Pertimbxdngan Layanan Informasi;

c. PRI Utama;

f. FPID Pemhantn:

g. Bidang pendulkung: dan

h. Pejabat Fungsional{FLI,
(Z2)Susuran PLI} sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Kepulusan Bupati,

Pasal 10
(1) Pembina sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dijabar okh

o padi.

[2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas
meiakil an pembinaan terhadap pengelolaan lavanan informasi dan
dokumentasi i ngkungan Pemerintah Daerah seluruh
rangkalan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuad
dergan mekanisme yvang ditentukan.

13j Pemibina sebagalmana dimaksud pada avat (1) mempunyai fungsi
mengesahkan  jemsjenis  inlGrmasi  yaitu  informast  vang  wajib
dizediakan dan divmumkan secara berkala, serta merta, terseda
sctiap saat scrta informast vang dikecualikan.

Pasal 11
(MRakil Femibina seba gdimana dimaksud dalam Pasal 9 husal 1

dijaba: oleh Wakil Bupati,

(4 Wakil Pembina scbagaimana dimaksud pada ayat (] mnempunyai
tugas membantu Pembing melakukan pembinaan terhadap
pengelolaan  layanan informasi dan dokumentasi & lingkungan
Pemerntah Daerah dan seluruh  rangkatan kegiatan pengelolaan
miormasi  dan  dokumentas)  sesual  dengan  mekanisme  vang
diteniukai,

(3) Wakil..,

¢

o



3] Wakil Pembina sebagamana dimaksud pada avat (1) mempunyat
fungsi membantu Pembina dalam pengesahan jenis-jenis infiyrmasi
vaull mformnasi yang wajib disediakan dan  divmumkan  secara
berkaa, serla mera, (ersedia setiap saal seda inlormasi vang
dikcoualican.

Pasai 12
(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢, dijabai

oleh Sekretaris Daerah .

(2] Pengaeh mnernpunyal wpas dan Fungsi, sebagarl berikuol:

a. Tupas:

1. memberikan arahan kepada PAD terkall pengelolaan layanan

informasi dan dokumeniasr

2. memberikan  perseiujuan kepada MPID atas informasi dan

dokumentas] vang dapat dizkses/dibenikan kepada pemohon
IO TMAST

3. membeikan  rekonendasi kepada PP atas hasil Wy

konsckuensi infarmasi vang dikecualkan:

4 memberikan  perserujuan  atas  pemimbangan PP terkai
dengan setiap kebijakan vang diambil untuk memenuhi hak
setiap pemohon informasi;

3. dalam menjalankan  tugasnya,  bDerkoodinasi dan  dapat
meminta masukan darl Tim Pertimbangan Layanan Inionmmasi;
Ll
& mengesahlkan dan menstapkan jenis jenis informeass publilc,

b Fungsi:

1. mcngarahkan kegiatan pengelolaan informast dan dokumentasi
serta menjamin ketersadiaan informas: secara terimie_grasi dan
terkoorcinasi;

2. menerima. Keberatan atas penolakan dari pemohon mtormass
publilk;

3. memberikan  tanggapan  atas keberatan  ywang  dicjukan  oleh
petmnhon nformast dalam Jangka waldti paling lamhbat 30 (tiga
puluh| har kermja sejak ditenrm:anya laporan keberatan secara
Fertubis;

4. sebagal  perwakilan  Pemerintah  Daerah  dalam  sengketa

irttormas: publik; dan

Domende ke persttugUiane atan penclakan alas sora penetapan
daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari
PRI}

(3 Pergarah FPIL merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan
apahila muncul masalah dalam pengelolaan dan lavanan infiormasi
dan  Jdokumentasi. termasuk dalam hal menentukan klasifikasi
informasi.

Fasal 13
1F T Pertirmbangan  Lavanan Informasi sebagaimana  dimaksud

dalam FPasal? huruf 4, terdiri dan: .
2. Para Asisten Sekretans Daerah; 4—
Lo Seluruh pimpinan Perangiat DPaerah: dan &
¢. Pejabat vang nienangan Diclang Tinkuo.

12y Tim ...



(2 Tim Pertmbangan Lajanan informasi mempunyai tugas sebagal
Taerikut
a. membahas usilan informasi yang dik ecualilkan; dan
h. memberikan pertimbangan atas ldasifikasi informasi, temasuk
informast yang dikecuahkan.

Pasal 14
i1] PPID Umama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah

KRepala Dhnas komumikast, Inlormatika, Statistik dan Persandian.
i2] PP Utama mempunyval tigas, antdrd 14in:

a, mengoordinasikan dan mengons ohdasikan pengumpalan bahan
informasi dan dolrumenrazs? dart PP Pembanti beru pa inlormas:
vang walb disediakarn, diumumkan secara berkala can fersedia
setiap saat serta informast terbuka lainnva svang diminta pemohon
b armasi publik.

h. menyimpan, mendokumentasikan. menyvediakan dan member
letvaner 1 il onnasi kepada publik,

c. metalkuknn verifikaal bahan miormasi publils;

d. metakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan:
melakukan pemulakhiran informasi dan dokumentasi dan
menvediakan informasi dan dokumentas: untuk diakses oleh
masirarakat.

T

Pasal 15

Daklam  hal kewapban mengumumkan infammasy publik, FPID Utama

Dertugas untuk mengoordmasikan:

a pengumuman infoermasi publk melalul media vang secara efzklif
dupat menjangikau scluruh pemangku kepentingan: dan

b, pemyanipalav. nformast  publik dalam  bahasa  Indonesia  yang
sederhana dan mudah dipahami serta memperiimbanglkan
pengginaan hahasa lokal yang dipakal oleh masvarakat.

Pasal 16
(1) Dalam hal adanya permohconan mformeasi publik, PP Utama

brertugas:

a. meiakukan koordinasi terkait pemberian informasi publik vang
dapat diakses oleh publik dengan PFID Pembarntu pada berbagai
unit  layvanan informasi untuk memenuhl permmohonan informasi
o blik,

b, menvertakan alasan lertulis pengecualian informasi publik secam
jelas dan tegas, dalam hal permohonan mformasi publik ditolals

r. menghitamkan  atan  mengabudkean  informast pablik yang
dikecualikan beseta alasannya; dan

d. mengembungkan kapasitas pejabal fungsional dan/atau petugas
infomast dalam mngka peningkatan kuahtas lavanian informast
publik.

(2] Dalam melakukan pengujian  konsekucnsi atas informasi, FPPID
wajib uniuk berpegane leguh pada prinsip-prinsip penghlasifikasian
informas:, sebapal berkut: \
a. informasi publik sang dikecualikan bersifar ketat dan terbaias: '1'
b, pengujian konsekuens atas informasi dilakukan secara seksama g,

dan penuh ketehtian; dan

¢. informasi. ..



¢, mtbrmasi vang dikecuabkan tidak bersifat permanen dan ada
Fangka waktu pen gecualianmya,

Pasal 17

PHITY Titama mempamval tang pung jawah, yakmi:

4. mengoordinasikan penvimpanan dan  pendokumentasian  seluruh
infarmasi publik;

b. mengoordinasikan penyediaan dan layanan seluruh informasi publik
(hhawah penguasaan masing-masing yang dapal diakses oleh publik;

¢, menjaga  ketahasiaan  imformast o yang dhikewmalikan kepala
massyarakat dan/atau pemchon informasi publil;

d  menjamin leeakuratan informasi yang dibemkan keparlda masyarakat
danjatau pemohon informast pubhk.

Pasal 18
Dalam melalisanakan lugas dan tangpung jawabnya, PPIR Utama

hemvenang:

4. menolak membenkan imformasi vang dikecualikan sesual dengan
ketemtuan peraturan perundang-undangan;

b. mermimnta dan mempercleh mtormast darn unit
keriaskomponen /satuan kerja yang menjadi cakupan kKeranyva:

c. nicngooidinasikan  pembweian lasanan  formasi  dengan  PHD
Pembantu danjatau Pejabat Funpgsional vang menjadt calupan
ketarna;

d. menenmtukan atau menetapkan suatu  intormasi  dapat /tidaknva
cliakses oleh publik; dan

¢, menugaskan PPIL Pembantu danfatau Pembat Fungsional untuk
membuat.  mengumputkan,  serta memelibara  informast dan
dokurmentasi untuk kebuluhan arganisasy.

Pasal 19
{17 PPID} Pcmbantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 burul T

adalah Sekretarizs Dinas/Baciany kantor dan Camnal.

21 TPID Pembantu mompunyal twgas membamu PPN Utama  dalam
men gelola mformasi dan dokumentasi di linglkungan Pemermtah
Daerah yang meliputi:

a, mcmbantu PP Lrtama melaksanakan tanggung jawab, tugas,
dan kewenangannva,

b menyampatkan Informasi dan Dokumentast kepada PHID Urama
dilakukan paling rendah 6 {enam] hutan sekali atau sesual
kebutuhan;

c. melakzanalkan  kebiiakan  tekniz  Informast dan Dalewmentas)
sesual dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi lavanan Informasi dan
Cokumentasi bagi Pemahon Informasi Publik secara cepat, tepat.
herkualitas dengan mengedepankan prinsip pelavanan prima;

c. mengumputkan, mengclah dan mengoptimalisasi bahan dan
data lngkup komponen di lingkungan Perangkat Das-ah menjadi
bahan infoarmasi pulblik; dan 4,

f. mernzampaikan laporan pelaksanzan kehijakan  teknis  dan
pelavanan  Informasi dan [Dokumentasi kepada PPID Utama g
secara berkala dan sesual kebutuhan.

13 PPID. .



3]

PPID Sekretariat DPRD mempumai tugas lain, yakm:

amenvampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD  sesuar peratran  perundang-
undangan; dan

b, mengootrdinasikan  informast dan dokumenrasi kepada DPRD
untuk nmienctapkan informasi dan  deokumentasi vang  dJdapat

diakses olh publhi.

Fasal 20

Hidang Pendukung PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 hoaral g,

rerdiri dari

a.

il

(3}

(1}

bidang layanan dan pengelolaan infiormasi, bertugas membenkan
layanan informasi publik dan mengelola informast sesua dengan
mekanisme inlernal PRID Urama;

bidanpg pengolahan data dan dokumenlasi informasi, bertugas
mengelah  dara vang  akan disajikan sebagea infonmast publik,
melakukan  klasifikasi jenis  ruoroas T dan mendokunesimtasikan
informasi yang telah dikuasar;

Bdang  penyelesaian mengleta informasi,  berlugas melakukan
advokasi dem mewsddll institus dalam menselesalkan sengketa
informasy; dan

sekrefamat,  Dertugas  memberikan  dokungan  admnistratd dan
teknis operasional serta  sarana  dan prasarana pendukung
reraeanya lavanan informast dan dokumentast

Pasal 21

PRI} Utama dapat melaksanakan lugas, tanggung jawab dan
wewenangma  dibantu oleh pej@bar Tongsional/PL] sebagamarna
dimaksud dalam Pasal 9 hurut h, sesual dengan kebuaiuban dan
ketersediaan anggaran.

Perangkat Dacrah dapat mecnunjuk pejabal Tungsional/PLI yang
mem aantu PPID Pemboantu datam mielaksanakan tugas, tangpung
jawab dan  wewenangnya  sesual dengan kebutuhan  dan
ketersediaan anggaran.

BUMD dapat menunjuk PLI yvang membantu PP Pembantu dalam
melaksanakan tugas, tanggung Jawab dan wewenangnya .sesuai
dengan kebutuhan dan ketersedfaan anggaran.

Pasal 22
Pejabat Fungsional/PLl schagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
mempunyai tanggung jawab:
menviapkan formulit permohiondan yniormmast:
menerima permuhonan informas;
melnkukan verilikas data pemohon nformasi;
medalkibcan verifilbasl infarmasy vang ditmmnila;
registras! pencatatan permintaan informasi dalam tatka besar
setelah selesai verifikas;
£, menvampaikan catatan/rckapan pemuntaan mfarmnasi kepada
PPID Utama /FPID Pembantuy;
g melakukan perncatatan dan pornonioran surat intormasi Yang
disam paikun kepada pemohon informeass;

O oan g

b, mendokumentasikan ...



hmendokumentasikan dan  menyiapkan  evaluas] pelaporan
lavanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun: dan

i. apabila menerima permohonan informasi yang diecualikan,
wa jib meneruskan kepada PHID Dama /PPID Pembantu.

(2]  Dalam hal informasi vang diminta bersifat teitbuka, FPID Ltama
wajb mcmberikan  jawaban  pormeohomnan  informast berupa
pemberitahuan tertulis kepada pemohon infsrtmasi paling lamhai
10 (sepuluh) han kerja selelah permohonan diterimea.

(3]  Apabila intormas! yang diminta bersifat tertutup, PPID Utama
meviapkan jawaban dengan menggunakan formulit penotakan
pernohonan informasi publik paling lambat 10 [sepuluh) hari
kerja  dar  tanggal diuerinzaya permohonan  informasi, unruik
disampmlkan kepada pemchon infiormasi.

Bagian Kedua
SO PRI dan Standar Pelayveanan Intormas: Publik

Pasal 23
1] SOPPPID paling sedikil memual.

2. kejelasan tentang pejabat vang ditunjuk sebagaf PPID Pembantu
dann PPID di Satuan Peodidikan (Sub PPID Pembantu)y

b. kejelasan tentang ocrang vang ditunjuk sebagar pepabart
fungsional/PLI apabila diperlukan;

¢. kejelasan pembagian lugas. tanggung jawab dan kewenangan
atasann PPID, PP Urama, PPID Pembantu, bidang pendulung
dan pejabat fungsional;

d. kejelasan tentang pepbat yang menduduk] posis? sehagal atasan
PRI yang Leltagmngiawalr pengeluarkan  tanggapan  atas
keberatan vang diajukan aleh pemohon informasi publik;

¢, srandar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan
keberatan di linghungan Pemerintah Daecrah; dan

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang lavanan informasi
publik.

(4 Jenis SOF PP sebagaimana dimaksud pada axat (1], terdiri atas:
30F Penyusunan Dallan nfunnasi Publik;

S0P Layanan FPermohonan Informasi Publik;

SOP U Konsekuensi Informa & Publik;

SOP Penanganan Keberatan [nformas) Publik; dan

S0P Fasilitas] Sengketa Informasi.

oopen =g

Pamal 74
Standar Pelavanan Informasi Publik paling sedikit memuat:
a kejelasan tentang  maksud  dan twjuan pembuatan slandar
pelavanan ;
b hakekat dan asas pelavanan micrmas pubhk, 4'
Coostandas vprlasivnal pelayanan informsi publiks dan
d, mekanizme pengumpulan, penghklasifikasian, pendekumentasian dan o

pelavanan informasi

[3ATE VF, ..



BAB VI
TATA KERJA LAYANAN INFORMAS] PUBLIK

Pazal 35
Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang lavanan informas

pubilik, atasan PPD. PPD Utama, PPID Pembantu dan P wajib
menerapkan  prinsip koorchnasi, integrasi  dan sinkronisasi  aotar
Perangkalt Daeral dan BUMD,

Pasal 26
Tata lerja layanan informas mehputt;
A penpelolaan informasi publik;
L. dokurrientasy dan arsip;
¢, laxanan informasi publils; dan
d. peng aduan dan penvelesaian sengheta

Pasal 27
(1] Pengetolaan Infumasi Publik pada Pemennwall Daemity, khusus

untu:s Bupati dilaksanakaim oleh FAD Utama dan disediakan Deslc
Lavanan [Informast.

(2] Pengelolaan [nfommasi Publik pada Perangkat Daciah dan BUIMD
dilakikan oleh PPID  Pembantu dan  wajib memediakan  Desk
Layanan Jnfarmast.

Pasal 28
FPengeloktan dokumenrasi dan arsip dilaksanalkan deng:in berpedoman

kepada ketentuan peraturan  perundang-undangan tentang  Tata
Maskah Dinas.

Pasal 29
{1} Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah, khusus untok

Bupari  dilaksanakan oleh PP Wtama dibanta olsh Petugas
Informasi,

[2) Layanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan RUMD
ilaksanaksan oleh PPID Pembaniy dan dibantu nleh petugas wang
ditunjuk untuk membserikan layanan informast publik pada masing-
masing Perangkat Daerah dan BUMD.

[Masal 30
Bagan orgamsast dan mekanisme lavanan informas? publik pada PPID
Pembantu disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/alay Pimpinan
BUMD.

BAE VI
INFORMASI PLBLIK
Bapian Kesatu
Klasifilkkasi Informasi Publik

Masalll
Informasi Pubilk diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok | vakm
a. infomnast yang wajb disediakan dan diumumkan secara berkala; 'tf
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; ﬁ'
. miormasi yang wajib tcrsedia setiap saat; dan
{1, miormas? xang dikecualikan.

Fasal 32,



tH]

(2)

3

(4}

Pasal 32
informasi vang wajilb disediakan dan diumumkan secara berkala

schag-aumana  dimaksud dalam Pasal 31 huruf a paling sedikit

memuat tentang:

. profil Pemenntah Dacrah /Perangkat DaerahBUMD;

b. program danfatau  kegiatan yang scdang  dijatankan  pada
Pertanglar Daerah dan BUMD;

. kinerja pada Peranglkat Dacrah dan BUITY

d. laporan kelangarn;

r.  laporan akses Informasi Publik;

t. peraturan, keputusan danfaran kebiakan yang mengikat
danjatau  berdampalk  bagi  publik vang  dikeluarkan  oleh
Paranglal Daerah dangdtou BUIWVID;

g hak dan lata mra memperocleh Informeasi Publik) serta tata cara
pengajuan keberatan  serla proses  penyelesaian senghkeln
Informast Publik berikut pthak vang bertanggung jawab vang
dapar dihubung;

h. tata cara lavanan pengaduan: dan

i, pengureuman pengadlaan barang dan/atau jasa sesual dengan
peraturan perundang- undangan.

Inforrias tentangy Profil Pemerintah Daerak. fPeranghat
DaerahyBUMD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hutuf a
melipuii:

1. kcdudukan atau domisili beserta alamat lenglkap;

2. tuang lingkup kegiatan,

3 maksud dan tujuan;

4. fugas dan fungsi Peomerintah Dacrah Peranghkat Dacrab /BUMD
heseria untt-unit kerja dibawahnya; dan

5, sruktur oigantsasi dan gambaran umum.

[nformas: tentang  Program  danfatau kegiatan yang sedang

chijalankan pada Perangkat Daecrah dan BUMD  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurulh, meliputi:

1. nama program dan kegiatarn;

pentanggunglawah, pelaksana program dan kegiatan;

target danfatau capalan program dan keglatan;

jadwal pelaksanaan program dan kegiatan:

arggaran  program dan  kegiatan yang mehpun sumber  dan

Jumlah;

SRS

=k

Daerah/BUMD;

otk rmast tentang ponctimaan calon pogawan dan

8. intormasi tentang penevimaan siswa baru.

Infarmasi lentang laporan akses Inlormas’ Publik sebagaimana

dimaksud pada avat 1) huwufe, meliputi:

a. jumlah permchonan Informasi Publik vang diterima;

b, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permechonan
Infomasi Publik: dan

. Jumlah pcomiohonan Infomiasi Public vang dikabulkan baik
sebaman  atauw  scluruhnya dan permohonan Informiass Publhik
vang ditolak; dan

d. alasan penolakan permohonan Informas? Publik

[ Informasi...

agenda  penfing  terkait  pelaksanaan  tugas  Perangkat

~p~



5)

6}

1)

|2)

Informasi tenlang peraturan. keputusan danfatau kebijakan yang

mengikat danfatau Derdampak bagi publik vang dikeluaikan oleh

Perangkat Daerah danfatau BUMD sebagaimana dimaksud pada

avat [1] huruff, meliputi:

a  dattar rancangan Peraturan Daerah »ang sedang dalam proses
petriluatan; dan

b. dallar peraturan perundang-undangan vang telah divndangkan

Pengumuman secara berkala sehagaimana dimaksud pada ayar (1),

dilakukan paling sedikil 1 {saru)] tahun sekall.

Pazal 33

Ifommast vang wajbh diimumbkan secara serta merta schagaimana

dimakgud dalam Pasal 31 huoruf b, yaitu suate infamasi yang dapatl

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umurn, yakni:

4.  intoimasi tentang bencana alam seperti kekevngan, kebakaran
hitan karena fakior alam, hama penyakit tanaman, epidermk,
wabah dan kejadian luar hiasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non alam scperit Kegagalan
idustri  atau  teknologi, dampak industrli. dan  pencemaran
lingkungar,

. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d. informast tentang jenis, persebaran dan daerah vang menjadi
sumber pentakil yang berpotenst menular;

e, miormnas: lenlang racun pada balian makanan yang dikonsumnsi
olel masyarakar; dan

f  informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publil.

Pengumuman informasi sebagaimana dimalksud pada avar f1].

disampaikan dalam bahasa Indonesia yang sederhana, mudah

dimengerti dan dipahar * clch masvarakat.

Fasal 34

Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dar Pemernintah

Naerah/Perrangkat Darrsh /BUVD  yang  keglatannya  herpotenst

mengarcam hapt hidup orang banvak dan ketertiban umum

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 33 ayat (1], wajb mermliki
standar penguinuman informasi.

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1. pabing sedikil weioual,

a. porensi  buhaya danfatau besaran  dampak vang dapat
dtmtullan:

h. phak-pihak vang berpotensi terkena dampak baik masvarakat
umum Maupun  pegawai pada Perangkat Daerah /BUMD yang
meflerima  izin  atan  perjanpan  kerja  dan  Perangkat
Daerah;BUMD tersebul;

c. prosedur dan empat evakuias apabila keaclaan darumt terjadi

4 tata cara pengumuman  informasi apabila  keadasian darurat
terjadis ‘q,

e car menghindari bahaya dan/atau dampak vaneg dinombulkan,

f camr mendapatkan banluan dari pihak vang berwenang; dan -

g Upavd...



g upava rang dilakukan eoleh Perangkat Daerah /BUMD danjatau
phak-pihak yang berwenang dalam menanggulang’ bahaya
danyatau dampak wang ditimbulkan,

Pasal 35
(1} Iformasi vang walib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf ¢ vaitu informasi publik, kecuali yvang dapat
ditclak berdasarkan peraluran perundang-undangan,
(4 Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayar (1), terdiri dar:
4. Daftar Informast Publik;
bointformasi  tentang peraturan, keputusan dan;atau kebijakan
l'emerintah Naetahy/Paangkat Daerah /BU MD;
c. selurnh informasy lengkap waing wajib disedialkan dan Jdiurmumkan
secara berkala
d. inloTmasi  tentang organisast, admirnstrasi, kepegawaian, dan

keuangan,

esurat-surat perjanjan dengan pihak ketiga berikut  dokumen
pendukungnya;

f. sumat mEcnyurat. Cimpinan atan poa bat Peenntal

Dasrah/Perangkar Daerah/BUMD  dalam rangks pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya;

g sverat-svarat.  persanan, izin vang  diterbitkan
dan/atan  dilkeluatkan berikut dokumen pendukungnva, dan
laporan tentang ketaatan pelaksanaan izin yang diberikan,

h. data perbendahzizan atay inventaris;

i. roncana strategis dan rencana ketja Prucontah
Daerah/Peranglral Daerah/BUMD;

1 agenda kerjp pimpinan Pemerintah Daerah; Perangkar Daerah/
BUMD,

k. keglatan  Lasanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana
dan pmsarana lavanan Informasi Pubdlik vang dimiifki beserta
kondisinya, sumber daya manusia yang menangani  kyvanan
Itormasi Fublik  beserna kuablikasings,  anggmjmn layanan
Infizrmasi Publik serta laporan penggunacuin ya;

L jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemnkan
dalam pengawasan mternal scrta laporan penindakannva;

m. Jumlah, jenis, dan gamburan umum pelanggaran vang dilaporkan
oleh magnarakar serfa laporan penindakannva:

n. lofiormast  Publik  lain yang lelah  dnpyatakan  terbuka  bagi
nasymakat Derdaswkan  wwkamsne  keberalan dan/artau
penvelesaian genghketa  sesuar  dengan  kertenfuan  peraiurin
peTundang-undangan:

0. inlormasi tentang standar pengurmuman informasi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 aval 2 bag penerima izian dansatan
pererima peraniian kerja:

p. imformasi dan kebnakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yany lerbuka wnik umum; dan 11-

4. informasi fentang penerimaan siswa baru.

(3] Data nformasi publik sebagamana dimaksud pada avat 2) hurul g B
memniat;

a. nomaor;

L, rogkasan..



b, ringkasan %1 informasi;

c. pejabat alau unf/satwan  kerja vang menguasai nfortoasi;
d. penanggungiawab pembualan atau pencibitan inlormasi;
e. waktu dan tempat pembuatan informasi;

[ entik informasi yang tersedia; dan

g jangla waktu penylmpanan atau retensi arsip.

Pasal %

(1} Informasi vanp dikecualikan sebapaimiwma dimaksud dalam Pasal 3]
huruf d, bersifar ketat, tetbatas dan rahasia sesual dengan asas
kepaturarn dan  Kepentmgan  umim  dan Ketentuan  periaiunin
peundang-undangann .

() Informasi vang dikecualkan sebagammana dimaksud parda ayat (1)
didasatkan pada pengujian atas konsekuensi vang timbul apabila
suaty informasi diberikan kepada masyarakal dan poirtimbangan
vang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapal melindungt
kepentingan vang lebih besar.

Bagian Kedua
Klasifikasi Informasi Pubhk Yang Dikecualikan

Paanl 37
1) Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan ditelapkan oleh PPID
Utama berdasarkan Pengujian Konsckuensi secara seksama dengan
periui kelelitian  dan  dilakukan  atas persetujuan  atasan  TPIT)
Ltama.
|2) Klasifikasi scbhagaimana dimaksud pads ayat (1), paling sedikil
1Tt
a, jenis klauitikas informasi yang dikecuaalikan;
b. wdenuias pejabal PRID vang menetapkan;
c. Perangkat Dacrah dan BUMD, rermasuk unit kera pejabat yang
meneta pleany
djangka waktu pengecualiam,
e, alasan pengecualian: dan
{. lempat dan tanggal penctapan.

Pagal 38
(1 PRI Utama  dapat  mengubah  klasifikas:  nformast  yang
dike cuabkan azay pemelu juan Peogaials PRID
(2 Pergetujuan  Perubahan  klasifikast  informasi vang  dikecualikan
sehagaimana dimalesud pada ayat (1}, hanva dapat dilakukan
berdasarkan Pengujian Konsekuenst,

Bagian Kerga
Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi vang Dikecvallkan

Fasal 9
1) Pengecualian [nformasi Publik sang rerap dibuka dan dibenkan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum ditetaplsan paling lama 30 (tiga puluh] tabun.

(21 Waktu Pengecualian  sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1), +
dikecualkan jika Informasi Publk iemsebut telah dibuka dalam .y
sidang pengadilan vang terbuka unruk umum.

Pasal 30, .



Pasal 40
Jangka Waktu Pengecualian Intormasi Publik sang apabita dibuka dan
diberikan  kepada Femohon Informasi Fublilc dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekavaan intelektual dan
perlinduirgan dart persaingan usaha tidak  osehat  ditetapkdan
berdasarkan ketentuan poraturan perundang-undangan.

Pasal 4]
(1) Jarngza Wakm Pengecuatian Inforrmasi Publik vang apabila dibuka

dann  dibenkan  kepada  Femchon - Informasi  FPubllk  dapat
memzhavakan peitahanan dan kecamanan & daerah ditetapkan
selama janglia  waktu  wang  dibutuhkan  untuk  perlindungan
pertahanan dan keamanan gt daerah.

[2j Jangta Waktu Pengprualian Ihfiormasi Publik vang apabila dibuka
dan  dibertkan  kepada  Pemchon  [Imformasi Publik  dapat
mengungkapkan kekavaan alam daerah ditetapkan selama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekinaan alam daerzh,

(3 Jangka Waldin Pengecualian Informasi Publk yang apalnla dibuka
dan dibenkan lepada Pemohon Informasi Publik dapar merugikan
ketahanan cikonomi daerah ditetapkan selama jangka waktu vang
dibutuhkan unluk perhndungan ketahanan ekonomn daerah.

4] Jangka Waklu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan dengan  luar negert  diterapkan selama
Jangka waklu wirg dibutubkan untuk perlindungan sepeotingan
hubungan Jar megert,

(3] Penentuan jangka wakbil tertent vang dibutuhkan sebagaimana
dimatsud pada avar (1), avat 2 dan ayvat (3, ditetapkan oleh
Atasan PPID/Kepala Perangkat Daerah/BU MU vang bersanghkuran.

FPasal 42
(1) Jlangka Wallu Pengecualian Informasi Publik yang apahbila dibuka

dapat mengungkapkan i akla olentik wang bersifat pribadi dan
kemasan  terakhir alaupun wasiat  seseorang diletapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
|2 Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apzbila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengingKkanp
mhasia pnbadi scscorang ditctapkan sclama jangka waktu vang
tlitnituhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.
3 Informast Publik sebagaimana dimaksud pada amat (1) dan «sat (2),
dapat. dibuka apabila:
a. pthak yang rabasiama  diungkap memberikan persetujuan
er-ulis: dan
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang daam jabatan
pada DPemcerintah  Daersh  danfatau BUMD sesuai  dengan
keterituan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 4:
(1] Infimasi  yang Dikecualikan wvang €lah habis jangka  waktu

pengecualiannva menjadi Informasi Publik vang dapat diakses oleh
Prmohon Infarmasi Puhlilk dengan penetapan Aari PR 1 Mamga,

(2 Penctapan. ..



() Penetapan sebagamana dimaksud pada avat 1), dilakukan paling
lama 30 ftiga puluht han kega sebelum berakhimva jangka wakty
pcngeoualian.

(3] Dulam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada axyal (2), tidak
dilakukan, Tnformasi yang dikecualikan menjadi Informast Publik
pada & aat berakhirnya jangka waktu pengecualian,

Bagian Kecmpat
Tata Cara Fengecualian Inbarmasi Fublik

Pusal 44
i1} PPID mengklasifikasikan Informasi  Publik  sctelah melaksanakan
peENgAfan tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Fasal

2 avat (I, serta mempertimbangkan  bahwa dibuka atau

ditutupnya Informasi Publik:

2. depat memastikan agya masyarakat berparisipasi secara efektil
delam pembuatan keputusan vang memiliki dampak serius pada
publik;

h. dzpat memastikan agar masvarakat mendapat informast
mengenal  Kemungkinan  baharya  bagi  kesehatan dan
keselamatannya  serta upajya- upaza  yvang  memtadai unluk
mencegahnya;

¢. dapat memastikan agar pihak yang benvenang bertindak secara
adil terhadap masyarakar,

. dapat mernastikan apar masvarakal tdak mengalam’ kerugan
akibat penvalahgiunaan wewen:ang;

e dapat memastikan Dahwa pelanggaran Hak Asasl Manusla vang
berat diketahur oleh publik, das

f. dapat memastikan akuntabilitas Pemerintabh Daerahy BUMD,

(2} Hal secbagaimana dimaksud pada ayat {1}, harus dinyatakan secara
tertulis dan disertakan dalam surat pemberiahuan tertulis atas
permmohonan informas: Publik.

Pasal 45

(2] PPID Utama wajib menghitamkan atau  mengaburkan matert
miormasi vang dikecunhkan dalam suatu salinan Inldrmasi Publik
yang akan diberikan kepada publik.

(4 PPy Utama  tidak  dapat  menjadikan  pengecualian  sebagian
informast dalam  suatu sahnan  Informast Publik schagal  alasan
untuk mengecualikan akses publiv tethadap keseluruhian salinan
Informasi Publil

(3 Dalam ha! dilakukan penghitaman atau pengaburan mnformasi, PPID
Utama wagpb memberikan alasan dan materinvg pada masing-
masing hal vang dihitamkan atau dikaburkan.

BAB VIII
PP NOAJLAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Tara Cara Pengajuan Keberatan

Mosd G 4'
(1) Pemohon informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal
dilemuliannya alasan schagal herikut;

a. penvlakan.,



2. penctakan atas permchonan informasi publik;
b tidak disediakannya infarmasi berkala;
¢. lidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
b, permohonan infomasi publik ditanggapi tidak sehagaimana. yang
diminta,;
e tidak dipenuhinya pernnohonan nformasi paalnk;
[, pengenaan biava vang tidak wajar: dan
g penyampaian nformasi publik yang melebihi waktu.
(2] Pengajuan  keberalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayar 1),
ditujukan kepada Atasan PP melalu PPID Utama,
(3 Pengajuan kebweratan sebagamana dimaksud pada awat [1], dapar
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum .

Bagian Kedua
Registras] Keberatan

Pasal 47

(1} Pengauan keberalan dhlakukan dengan cara mengisi  formylie
keleralan ang disediakan oleh Memermntah LDaerah danfatau
LLMD bersangkutan,

(2] Tialam ha! pengajuan keberatan disampaiken secara tidak tertulis,
maka PPID Utama wajib membanty Pemohon Informasi Publile vang
mengaukan kelyeratan atau pihak yang menerima koasa uniuk
mengisikan formulir keberatan dan kemudian membenkan nomor
registrast pengajuan keberatan.

(3| Formulir keberalan sebagaimana dimaksud pada asat [1], paling
sedikit menuar;

& nomor registrasi pengajuan keheratan;

b. nomor pendaftaran permchonan informasi publik:

¢. tujuan penggunaan informasi publik;

. wlentitas lengkap Pemohon Informasi Publik vang mengaikean
keberatan:

e identilas kuasa FPemohon Informast Pubhk vang mengajukan
kebweratan bila ade,

f alasan pengajuan keberaton;

g kasus posisi permahonan mformasi publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan sang dis’ oleh
petitgas:

L nama dan  kanda tangan  Pemohon  Informasi  Publiic vang
mengaukan keberatan, dan

- mama Jan landa  langan  petugas vang menerimg  pengajusan
kebweratan,

4 FRID  Utama wajib  memhbherikan  salinan  formudic keheratan
sebagaimana dimaksud pada avat {3}, kepada Petnohon [nformasi
Publlix vang menga jukan kebematan atau kuasanva sebagal tanda
terima pengajuan keberalan.

[ Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku
untuk  Badan  Publik  yang  menvediakan  sarana  pengdjuan
keberatan melalul alat komunikasi elektrgnik.

Fasal 45 4‘
My PAD Utama wajilr mencatat pengajuan kebewatan dalaes bk ﬂ.-
registet keheratan.

(2] REegister. ..



2] Regis-er keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedilct mernuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

. identitas lenpkap Pemohon Informasi Publik dan/atay kuasanya
vang mengajukan keberalan.,

d. informas) publik vang diminta;

e tujuan penggunaan informasi;

f  alasan pengajuan keberatar;

g wakiu pemberian tanggapan atas keberat:an yang diist oleh
petugas;

h. nama dan posisi Arasan FHIL.;

i. nama dan tanda tangan Pemohon  nformasi Publik vang
mengajukan keberatan;

1. mama dan tanda langan petugas vang menerima pengajuan
keveratan,

k. keoutusan atas keberatan; dan

kevntusan Pemohon Informasi Publitk atas keputusan Atasan
PFID.

Bagan Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 49
ilt Pengarah PPID  wajlbh  membetrtkan tanggapan daiam  bentuk
keputusan tertulis vang disampaikan kepada Pemohon Informasi

Publik vang mengajukan keberatan alau pihak vang menerima

kuasz palng lambat 30 jliga puluby ban sejak dicatatnya pengajan

keberatan lersebul dalam buku regisier keberatan.
(<) Keputusen tertulia scbagaimana dimeksud pada et (1, paling
sedildl mernuat:

A, tanggal pembuatan surat tanggapan atas Keberatan;

b. nomor surat tangeapan alas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis atdsan PPID atas keberatan yang
diajukan;

o, permmtah awasan PPID kepada PPID Utama untuk memberikan
acbhagian atau scluruh informasi publik vang diminta dalam hal
keberatan diterima; dan

. jargla waktu pelak.sanaan perintah

(3] FPID itama wajlb melaksanakan keputusan sebagaimana
dimaksud pada asat (1), pada saat ditetapkanma keputusan.

Bagian Keempat
Fazihtas Sengheta Informasi

Pasal 50
(1} Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
varg menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan
PPID  dapal  roengdjukdn  pernnohonan penselesaian: 5I;‘H.gkt".-'d.'4
imformast publik kepada Komisi Informear paling lambat 11 {empuat
belas] harn kerja sejak diterimanya keputusan Pengarah PHTD a"

{2) Sengketa...



2} Sengketa informasi dapat ferjadi apabila Komist [nformas: Fusat
dansatau Komisi Informasi Prownsi Nusa Tenggara Timur SESUEH]
den gan kewenangannya, menerima pemnchonan sengketa mformasi
yang diajukan pemohon informasi.

(3 Pengajuan sengketa mifommasi schagannana dimaksud pada asat {1)
dilakukan pemohon infonuasi dalam walktu palmg lambat 14 (empat
belasi hari kerp setelah  diterimanya  tanggapan  tertulis  dan’
Pengarah PP

Pasal i

(1} Meckanisme dan tata cara upaya penyelesaian. Sengketa Intormasi
Publik dilakukan dengan berpedvman kepada ketentuan peraturan
petrundang undangan.

(2) Bupati melalui Atasan PRI} menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Informas] untuk mengupavakan penvelesaian sengketa infommas:
vang dibentuk oleh PRID Utama.

i¥ Kepwusan penetapan Tim Fasilitasi Sengkela Informasi juga
berfungsi sebagai  Surar.  Kuasa  untuk  bersidang  mewakill
Pemerintah Daerah pada Kutoisi Infopasi Pusat dan/fatau Komisi
nformasi Mrovinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 52
Pelaparan pelaksanaan Lasardn infomoasi, wielputs
a. jumlas permintaan inkormaar yang diterima,
b. waktn yang diperhtkan  dalam  memenuhl setiap  permintaan
mnfonnasi
c. jumlan pemberian dan penolakan informasi; dan
d, alasan penclakan permintaan mfiormasi.

Pasal 53

{1) PFID Utarma wajib mecnyampaikan lapomn sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 kepada Bupati melaln Artasan PPID berdasarkan
laporan dari PAD.

[2) Kepala Perangkat Taerah danfatau BUMD wajib menyampatkan
laporan kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah  berdasarkan
laporan dari PPID Pembantu.

(3 Penvampalan laporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayar (2},
dilaksanakan paling scdikil 1 {satu) kali dalam 1 lsatu] tabun.

Pasal >
Ketentuan lebih janjul mengenal:
a.  SOP Penyusunan Daftar Infiarmast Publik;
SOP Lavanan Permohonan Informasi Publik; ‘4
SOF Uy Konsekuensl Informasi Publik;
30r Penanganan Kebomtan Informasi Publik; &
SOPR Fasilitas) Senglketa Informasi; dan

T on o

f. Bagan. ..



f Fagan organisasi dan mekamsme Lasanan Informas Publik pada
Pemerintal  Daerah tercantum pada Lampiran yarg merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupah ini.

BAB X
e NUTUP

Hasal 5o
Paly saal Peratuvan Dupati ind mula” berlaku, maka Peraturan Bupan

E-Enrc- Kdno MNomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolzan
Layanan  Informasi dan  Dokumentasi o Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinvatakan tidak berlaku lagl.

Fasal 36
Peraturan Bupati i mulai berlaku pada tanggal diurdangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintabkan  pengundangan
Peraturan Bupati i dengan penempatannya dalam Berite Daerah
Kabupaten Rote Ndao.
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